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Dalam perkembangan den kemajuan pada saat sekarang ini tanah adalah 
merupakan ha! yang sangat penting, sehingga manusia berlomba-lomba untuk 
mendapatkan hak atas tanah tersebut. Akan tetapi tidak terrutup kemungkinan bagi 
manusia untuk mengalihkannyo baik secara jual - beli maupun. dengan cara 
loinnya. Jual-beli dolam hal ini adalah menunjukkan bahwn dari satu pihak 
dinamakan penjual, sedangkan dari pihak lain dinamakan membcli. lstilah kedua
duanya ini adalah merupakan suaru perbuatan hukum yang beni.mbal balik 
tersebut. lstilah tersebut sebcnamya sangat mudah diterjemahkan. Bahkan hal ini 
sangat penting terjadi dalam kehidupan berrnasyarakot sekarang ini. Yang menjadi 
ha! yang paling utama dari pelaks<maan perjanjian jual-beli adalah merupakan 
perihak pembayaran den penyerahan (levering) dari barang yang diperjual
belikan. 

Dengan prinsip keadilan maka bcrdasarkan atas bok'lllll penambahan 
(aanvullendsrecht) yang mcnghendaki bahwa yang penting adalah kesepakatan 
pihak - pihak dalam membuat perjanjian yang lebih didahulukan sehingga lebih 
baik apabila pihak penjual dengan pembeli lidak mengetahui isi perjl!lljian. 

Berdasarlran peoelitian yang telah penulis lak'1lka.o maka penulis dapat 
memberikan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut : 
I . Pelaksanaan pengalihan hak atas tanah melalui perjanjian j ual beli diluar 

pcjabat pcmbuat akta tanah pada dasamya merupakan suatu pcrbuatan 
pemindahan bak atas sebidang tanah dari pemilik (penjual) kepada si pembeli 
dimana dalam pelaksaanaan tidak dilakukan dihadapan pejabat pembuat akta 
tanah yang berwcnang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

2. Didalam perjanjian jual beli hak atas tanah diluar pejabat pembuat akta tanah 
akan terwujud apabila kedua belah pihak baik peajual maupun pembeli telah 
menyepakati hal-hal sebagai berikut : 
- Adanya kcsepakatan mereka tentang objek tersebut yaitu tanah, 
- adanya kesepakatan subjek artinya bahwa pihak penjual atas tanah (objek) 

yang dijualnya terhadap penjual tersebut, 
- adanya kesepakatan harga. 
Setelah kedua bclah p ihak sepakat terhadap unsur-unsur diatas maka 
peralihao hak atas tanah dari pihak penjual kepada pihak pembeli sudah dapat 
dilaksanakan. 
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3. Adapun yang mcnjadi hambatan-bambatan atau kcndala-kendala didalam 
peralihan hak atas tanah adalah sebagai bcrikut : 

Kurang percayanya pihak pembcli terhadap si penjual sehingga pembcli 
melakukan penyelidikan terhadap sejarah tanah tersebut. 

- Adanya penarikan kesepakatan terhadap objek jual bcli tersebut yang pada 
umumnya dilakukan oleh pihak pembeli setelah pembayaran belum 
dilunasi. 

Setelah terjadinya kesepakatan tentang jual bcli tersebut pihak pembeli 
meminta agar tanah tersebut didaflarkan kepada pejabat yang berwenang, baru 
dilakukan pengalihan hak atas tanah tersebut, sehinnga pihak penjual merasa 
berat untuk melnksanakan ha! tersebut sehingga kadang kala terjadi 
pengembalian uang tcrhadap pembeli. 

4. Pelaksanaan peralihan hak atas tanah melalui jual beli diluar pejabat pembuat 
akta tanah menurut Undang-Undang No. 24 Tahuo 1997 adalah tidak memiliki 
kekuatan bagi pemllik terhadap hak atas tanah yang dibelinya. Hal ini 
dikarenakan karena pcrjanjian tanpa pejabat pembuat akta tanah (jual beli 
dibawah tangan) tidak sesuai dengan peraturan peralihan hak atas tanah. 
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